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Introduction 
Fenomena yang terjadi dalam praktik keimigrasian menunjukkan bahwa kewenangan 

diskresi yang dimiliki oleh pejabat imigrasi dalam menjatuhkan Junaedi & Fitriyantica (2025) 
menjelaskan ahwa tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) semakin sering digunakan 
sebagai instrumen penyelesaian cepat terhadap pelanggaran administratif oleh orang asing. 
Hal itu sejalan dengan Arya Dwi Arrahman et al. (2025) yang mendeskripsikan bahwa diskresi 
tersebut diberikan untuk mengatasi keterbatasan aturan yang bersifat umum agar dapat 
menyesuaikan dengan kondisi konkret di lapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya 
telah muncul keraguan hukum mengenai batas penggunaan diskresi tersebut. Hal itu sejalan 
dengan penelitian Sandra Leoni Prakasa Yakub et al. (2026) yang mendeskripsikan diskresi 
yang seharusnya berada dalam ranah hukum administrasi negara, dalam praktiknya sering kali 
dipersepsikan telah melampaui kewenangan dan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan 
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 This study is motivated by the unclear boundaries of immigration 
officers’ discretion in the implementation of Administrative 
Immigration Actions (TAK), which has implications for the potential 
imposition of criminal sanctions. Discretion, as an instrument of 
administrative law, is fundamentally intended to address legal 
limitations in concrete situations. However, in practice, such 
discretion often leads to multiple interpretations and may be classified 
as an abuse of authority. The main issue lies in the blurred distinction 
between administrative authority and criminal violations, resulting in 
legal uncertainty and the risk of criminalizing immigration officers. 
This study aims to analyze the normative limits of discretion, examine 
its implications for criminal sanctions, and formulate efforts to 
strengthen legal certainty. The research employs a normative juridical 
method with statutory, conceptual, and case approaches. The data 
consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed 
using qualitative descriptive methods. The findings indicate that the 
ambiguity in the limits of discretion leads to an overlap between 
administrative and criminal law, thereby increasing the potential for 
criminalization. Therefore, it is necessary to clarify the boundaries of 
discretion, strengthen technical regulations, and harmonize legal 
frameworks to ensure legal certainty and protection. 
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pidana, seperti penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, maupun tindakan yang 
mengarah pada korupsi. 

Permasalahan yang muncul terletak pada belum adanya batas yang jelas, tegas, dan 
operasional antara penggunaan diskresi dalam penjatuhan TAK dengan perbuatan yang dapat 
dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pidana (Wardhani et al., 2024). Menurut Kamal 
Hasan Al Hadar et al. (2024) ketidakjelasan tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih 
antara hukum administrasi dan hukum pidana. Akibatnya, tindakan administratif yang diambil 
oleh pejabat imigrasi dapat dinilai kembali oleh aparat penegak hukum sebagai tindak pidana. 
Kondisi ini menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap pejabat imigrasi, serta menciptakan 
ketidakpastian hukum (Fathony, 2025). Selain itu, telah terjadi kecenderungan munculnya 
rasa takut dalam pengambilan keputusan (fear of decision making), sehingga pejabat menjadi 
ragu dalam menjalankan kewenangannya, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya 
efektivitas penegakan hukum keimigrasian (Sentono & Syahrin, 2021). 

Data yang mendasari permasalahan ini dapat dilihat dari aspek normatif maupun 
empiris. Zandro et al. (2025) menjelaskan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai keimigrasian dan administrasi pemerintahan belum 
memberikan parameter yang rinci mengenai batas diskresi. Sementara itu, secara empiris 
dapat diamati adanya kecenderungan penilaian ulang terhadap kebijakan administratif oleh 
aparat penegak hukum yang berujung pada dugaan pelanggaran pidana. Selain itu, kajian 
dalam hukum administrasi menunjukkan bahwa diskresi merupakan pengecualian dari asas 
legalitas yang harus tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika 
parameter tersebut tidak dirumuskan secara konkret, maka ruang interpretasi menjadi luas 
dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum dalam penerapan diskresi pejabat imigrasi. Menurut Otari et al. (2025) 
tanpa adanya batas yang jelas, maka risiko kriminalisasi terhadap pejabat akan terus 
meningkat dan dapat menghambat kinerja institusi keimigrasian. Selain itu, ketidakjelasan 
tersebut juga berdampak pada pihak yang dikenai TAK, karena tidak adanya standar yang pasti 
dapat berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak (Handayani et al., 2016). 
Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegasan batas diskresi, serta harmonisasi 
antara hukum administrasi dan hukum pidana agar tercipta sistem hukum yang lebih 
konsisten dan adil. 

Selain itu, dapat di implikasikan bahwa diskresi dijalankan tanpa batas yang jelas, maka 
tindakan administratif berpotensi ditafsirkan sebagai pelanggaran pidana . Rahmadini & 
Suhardono (2025) menjelaskan bahwa semakin tidak jelas batas diskresi yang diterapkan, 
maka semakin besar kemungkinan terjadinya pengenaan sanksi pidana. Hubungan ini 
menunjukkan adanya keterkaitan kausal, di mana ketidakjelasan norma menjadi faktor pemicu 
meningkatnya risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, apabila batas diskresi dapat diperjelas 
melalui regulasi dan pedoman teknis, maka potensi pengenaan sanksi pidana terhadap pejabat 
imigrasi dapat diminimalkan, sehingga kepastian hukum dapat terwujud secara optimal. 

Method  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian yuridis normatif. Menurut Syakila (2022) pendekatan ini berfokus kajian diarahkan 
pada analisis norma hukum yang mengatur diskresi pejabat imigrasi dalam penerapan 
Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) serta implikasinya terhadap pengenaan sanksi 
pidana. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-
undangan, konsep hukum, serta asas-asas yang relevan dalam hukum administrasi negara dan 
hukum pidana, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai batas kewenangan 
diskresi dan potensi pergeserannya ke ranah pidana. 

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (Banjarnahor & Priyana, 2022). Sinulingga 
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(2018 h.7) menjelaskan bahwa pendekatan ini menggunakan perundang-undangan dilakukan 
dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan keimigrasian dan administrasi 
pemerintahan untuk menemukan norma yang mengatur diskresi dan batasannya. Wirapatih 
(2022) menjelaskan bawha pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-
konsep hukum seperti diskresi, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta 
hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus 
digunakan untuk memahami bagaimana penerapan diskresi dinilai dalam praktik, khususnya 
dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana terhadap pejabat (Gusasi et 
al., 2023). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Adiyanta, 2019 h. 2). 
Penelitian ini membagi bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan keimigrasian dan administrasi pemerintahan. Bahan hukum sekunder 
berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan 
dengan topik diskresi dan tindakan administratif. Adapun bahan hukum tersier digunakan 
sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas istilah dan 
konsep yang digunakan dalam penelitian seperti pada tabel berikut. 

Tabel 1. Data Penelitian 

Sumber : Undang Undang Republik Indonesia 

No Dasar Hukum Pasal Isi Singkat Keterangan 

1 UU Keimigrasian Pasal 75 Kewenangan TAK 
Dasar diskresi 

imigrasi 

2 UU Keimigrasian 
Pasal 

75(2) 
Jenis TAK 

Bentuk Tindakan 

administratif 

3 UU Administrasi Pemerintahan 
Pasal 

1(9) 
Pengertian diskresi Definisi hukum 

4 UU Administrasi Pemerintahan Pasal 22 Syarat diskresi 
Kondisi 

penggunaan 

5 UU Administrasi Pemerintahan Pasal 24 Batas diskresi 
Harus sesuai 

aturan 

6 UU Administrasi Pemerintahan Pasal 17 
Larangan 

penyalahgunaan 

Batas 

kewenangan 

7 KUHP 
Pasal 

421 

Penyalahgunaan 

jabatan 
Risiko pidana 

8 UU Tipikor Pasal 3 
Penyalahgunaan 

wewenang 
Potensi pidana 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan 
menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan 
permasalahan penelitian . Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang 
valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seluruh bahan hukum yang 
diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap fokus 
penelitian. 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat 
deskriptif-analitis (Sugiyono 2019 h. 23). Menurut Assyakurrohim et al. (2022) data yang telah 
dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan norma hukum, menghubungkan 
antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, serta mengkaji kesesuaian antara konsep dan 
praktik. Penelitian ini menggunakan analisis  secara argumentatif untuk menemukan 
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hubungan antara diskresi pejabat imigrasi dalam penerapan TAK dengan potensi pengenaan 
sanksi pidana. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
jelas mengenai batas diskresi, permasalahan yang timbul, serta upaya yang dapat dilakukan 
untuk mewujudkan kepastian hukum. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil Implikasi Terhadap Undang Undang 

Berikut disajikan tabel implikasi pasal dengan kasus nyata yang sesuai dengan 
pasal. 
3.1. Tabel 2.  Hasil Penelitian 

Sumber : Berbagai Jurnal terkait dan tertera 

No Pasal Terkait Kasus & Tahun Uraian Singkat Sumber 

1 
UU 

Keimigrasian 
Pasal 75 

Praktik TAK 
terhadap WNA 
(2024) 

TAK digunakan 
secara luas terhadap 
ribuan WNA, 
menunjukkan 
dominasi diskresi 
administratif 

(Kantor 
Imigrasi 
Ngurah Rai) 

2 

UU 
Administrasi 
Pemerintahan 
Pasal 24 

Diskresi dalam 
kasus 
kewarganegaraan 
ganda (2025) 

Diskresi digunakan 
karena kekosongan 
hukum, namun 
berpotensi multitafsir 

(J-
Innovative) 

3 
KUHP Pasal 

421 / UU 
Tipikor Pasal 3 

Kasus suap 
paspor Imigrasi 
Pekanbaru (2021) 

Pejabat imigrasi 
dipidana karena 
penyalahgunaan 
kewenangan dalam 
pelayanan paspor 

(RiauBISA) 

4 

UU 
Administrasi 
Pemerintahan 
Pasal 17 

Kasus pemerasan 
WNA Bandara 
Soekarno-Hatta 
(2024–2025) 

Terjadi 
penyalahgunaan 
wewenang oleh 
petugas imigrasi 
dalam bentuk 
pungutan liar 

(Kompas) 

5 
UU 

Keimigrasian 
Pasal 132–133 

Pelanggaran 
prosedur oleh 
pejabat imigrasi 

Pejabat dapat 
dipidana jika 
melanggar SOP atau 
memberikan dokumen 
tidak sah 

(Direktorat 
Jenderal 
Imigrasi) 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa dalam praktiknya telah terjadi 
keterkaitan antara penggunaan diskresi (variabel X) dengan munculnya konsekuensi 
pidana (variabel Y). Dalam beberapa kasus, diskresi digunakan untuk mengatasi 
kebutuhan administratif, namun ketika tidak dikendalikan oleh batas yang jelas, 
tindakan tersebut dapat bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang yang berujung 
pada sanksi pidana. Dengan demikian, kasus-kasus tersebut memperlihatkan secara 
konkret bahwa ketidakjelasan batas diskresi dapat meningkatkan risiko kriminalisasi 
pejabat imigrasi serta memperkuat urgensi pengaturan yang lebih tegas. 

https://ngurahrai.imigrasi.go.id/web/menteri-imipas-penegakan-hukum-keimigrasian-gencar-16-dpo-internasional-ditangkap-sepanjang-2024/?utm_source=chatgpt.com
https://ngurahrai.imigrasi.go.id/web/menteri-imipas-penegakan-hukum-keimigrasian-gencar-16-dpo-internasional-ditangkap-sepanjang-2024/?utm_source=chatgpt.com
https://ngurahrai.imigrasi.go.id/web/menteri-imipas-penegakan-hukum-keimigrasian-gencar-16-dpo-internasional-ditangkap-sepanjang-2024/?utm_source=chatgpt.com
https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20537?utm_source=chatgpt.com
https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20537?utm_source=chatgpt.com
https://www.riaubisa.com/berita/5318/kasus-suap-paspor-pejabat-supervisor-kantor-imigrasi-pekanbaru-dihukum-1-5-tahun-penjara?page=2&utm_source=chatgpt.com
https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/02/01/222527988/44-kasus-pemerasan-terungkap-pejabat-imigrasi-bandara-soekarno-hatta?utm_source=chatgpt.com
https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-11-ketentuan-pidana?utm_source=chatgpt.com
https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-11-ketentuan-pidana?utm_source=chatgpt.com
https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-11-ketentuan-pidana?utm_source=chatgpt.com
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Pembahasan 
Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada analisis keterkaitan antara 

diskresi pejabat imigrasi dalam penerapan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) 
dengan implikasinya terhadap pengenaan sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan, telah ditemukan bahwa diskresi merupakan instrumen penting 
dalam hukum administrasi negara yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan 
norma hukum dalam situasi konkret. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi 
tersebut belum memiliki batas yang tegas, sehingga menimbulkan potensi pergeseran 
ke ranah hukum pidana. 

Secara normatif, diskresi telah diberikan kepada pejabat imigrasi untuk menjamin 
efektivitas penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam kondisi yang 
membutuhkan tindakan cepat. Tindakan Administrasi Keimigrasian seperti deportasi, 
penangkalan, dan pembatasan izin tinggal pada dasarnya merupakan bentuk 
kewenangan administratif yang sah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
parameter penggunaan diskresi belum dirumuskan secara operasional, sehingga 
membuka ruang interpretasi yang luas. Kondisi ini menyebabkan tindakan yang 
seharusnya bersifat administratif dapat dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang 
ketika tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik. 

Dalam praktiknya, telah ditemukan adanya kecenderungan penilaian ulang 
terhadap keputusan administratif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan 
bahwa batas antara diskresi dan pelanggaran hukum pidana menjadi kabur. Akibatnya, 
pejabat imigrasi dihadapkan pada risiko kriminalisasi, terutama ketika tindakan yang 
diambil dianggap merugikan pihak tertentu atau negara. Selain itu, kondisi ini juga 
berdampak pada munculnya keraguan dalam pengambilan keputusan, sehingga 
efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian menjadi menurun. 

Untuk memperjelas hubungan antara norma dan praktik, berikut disajikan tabel 
analisis keterkaitan antara diskresi, pelanggaran, dan implikasi hukumnya: 

Tabel 3. Pembahasan 

Aspek 
Diskresi 

(Administratif) 
Penyimpangan Implikasi 

Dasar 
tindakan 

Kewenangan 
pejabat 

Tidak sesuai 
aturan 

Berpotensi 
melanggar hukum 

Tujuan 
Efektivitas 

kebijakan 
Kepentingan 

pribadi 
Masuk ranah pidana 

Prosedur 
Berdasarkan 

AUPB 
Melanggar 

prosedur 
Dapat digugat / 

dipidana 

Dampak Kepastian hukum 
Ketidakpastian 

hukum 
Kriminalisasi 

pejabat 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pergeseran dari tindakan 
administratif ke tindak pidana terjadi pada diskresi tidak lagi dijalankan sesuai dengan 
prinsip hukum administrasi. Ketika diskresi digunakan tanpa dasar yang jelas, tidak 
sesuai dengan tujuan yang sah, atau melanggar prosedur yang berlaku, maka tindakan 
tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam 
kondisi tersebut, aparat penegak hukum dapat menilai tindakan administratif sebagai 
tindak pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang 
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bersangkutan. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas diskresi tidak hanya 

berdampak pada pejabat imigrasi, tetapi juga pada subjek yang dikenai TAK. 
Ketidakpastian hukum yang timbul dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip 
keadilan dan perlindungan hak. Selain itu, mekanisme keberatan atau upaya hukum 
terhadap tindakan administratif menjadi kurang efektif ketika tidak didukung oleh 
standar yang jelas. 

Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diskresi pejabat 

imigrasi dalam penerapan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) merupakan 
kewenangan yang sah dan diperlukan dalam rangka menjamin efektivitas penegakan 
hukum keimigrasian. Diskresi tersebut digunakan untuk mengatasi keterbatasan 
norma hukum dalam situasi konkret yang membutuhkan keputusan cepat. Namun, 
dalam praktiknya telah ditemukan bahwa batas penggunaan diskresi belum 
dirumuskan secara tegas dan operasional, sehingga menimbulkan ketidakjelasan 
antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana. 

Ketidakjelasan batas tersebut telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih 
penilaian terhadap tindakan pejabat imigrasi, di mana keputusan administratif dapat 
dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Kondisi ini menimbulkan risiko 
kriminalisasi terhadap pejabat imigrasi, serta berdampak pada munculnya keraguan 
dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas 
pelaksanaan tugas keimigrasian. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dirasakan oleh 
subjek yang dikenai TAK, karena tidak adanya parameter yang jelas dalam penerapan 
tindakan administratif tersebut. 

Dengan demikian, hubungan antara diskresi pejabat imigrasi (variabel X) dan 
pengenaan sanksi pidana (variabel Y) menunjukkan adanya keterkaitan kausal. 
Semakin tidak jelas batas diskresi yang digunakan, maka semakin besar potensi 
terjadinya pengenaan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas 
diskresi melalui regulasi yang lebih rinci, penerapan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik secara konsisten, serta harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum 
pidana. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, memberikan 
perlindungan bagi pejabat dan masyarakat, serta mencegah terjadinya kriminalisasi 
dalam pelaksanaan kewenangan administratif. 
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